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ABSTRAK 

 

KEKUATAN HUKUM KUITANSI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  

TANAH 

(Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/Pengadilan Negeri Metro) 

 

 

Oleh 

Putri Ayu Penita 

Kuitansi adalah tanda bukti yang sah dalam melakukan pembayaran atau 

penerimaan uang. Sering sekali penjual maupun pembeli menggunakan kuitansi 

sebagai alat bukti bahwa transaksi pembayaran telah dilakukan tampa mereka 

mengetahui kuitansi yang mereka gunakan memiliki kekuatan hukum yang kuat 

atau tidaknya. Transaksi pembayaran itu sendiri merupakan bagian dari jual beli, 

jual beli yaitu perbuatan antara dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual atau 

yang menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli atau yang membeli, maka 

terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli.  

Suatu peristiwa hukum yang menggunakan kuitansi sebagai alat bukti dalam 

persidangan maka harus dilakukan pembuktian di persidangan. Pembuktian 

menurut hukum acara perdata yaitu mengajukan sepenuhnya alat bukti untuk 

menyakinkan majelis hakim terkait dalil-dalil yang diajukan di persidangan. 

Dalam persidangan perkara perdata terdapat minimum pembuktian, dimana tidak 

terdapat minimal alat bukti yang harus dibuktikan. Apabila terdapat 1 alat bukti 

saja namun tidak dibantah maka pembuktian tersebut bersifat sempurna. Tetapi 

apabila dibantah maka harus dibuktikan kebenarannya.  

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah kuitansi dalam 

perjanjian jual beli tanah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau tidak dan 

untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 

7/Pdt.G/PN Metro. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan 

fokus pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus 

(case approach). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Metro, dengan 
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mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian 

kepustakaan, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu mengklarifikasi 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusundan 

dianalisis dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian 

ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. 

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa kuitansi adalah suatu alat bukti di bawah tangan yang bersifat 

tidak sempurna seperti akta oktentik. Kuitansi tidak memiliki kekuatan yang kuat 

apabila kuitansi dibantah oleh pihak lain, tetapi kuitansi bersifat sempurna apa 

bila pihak yang terlibat mengakuinya. Namun penggunaan kuitansi dalam 

transaksi jual beli tanah tidaklah tepat,  jika dilihat dari konsep jual beli itu sendiri 

memang sudah sah tetapi jika ingin melakukan balik nama dikantor pertanahan 

maka kuitansi tersebut tidak dapat digunakan. Karena syarat melakukan balik 

nama di kantor pertanahan yaitu transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan 

pejabat yang berwewang yaitu PPAT/PPATS. Jika dilihat dari pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara No 7/Pdt.G/PN Metro yaitu dengan 

mempertimbangkan alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, dan alat bukti 

pengakuan dimana memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga majelis hakim 

berpendat bahwa segala alat bukti yang telah dibuktikan oleh pengguat sah dan 

memiliki kekuatan hukum tetap termasuk kuitansi yang digunakan sebagai alat 

bukti. 

 

Kata Kunci : Pembuktian, Kuitansi, Putusan. 
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ABSTRACT 

LEGAL POWER OF RECEIVING IN PURCHASE AGREEMENTS 

SOIL 

 

(Decision Study Number 7/Pdt.G/2022/Metro District Court) 

 

By 

Putri Ayu Penita 

Receipt is a valid proof of payment or receipt of money. Very often sellers and 

buyers use receipts as evidence that payment transactions have been made without 

them knowing whether the receipts they use have strong legal force or not. The 

payment transaction itself is part of buying and selling, buying and selling is an 

act between two parties, one party as a seller or selling and the other party as a 

buyer or buying, then a legal event occurs, namely buying and selling. 

 

A legal event that uses receipts as evidence in a trial must be proven in court. 

Proof according to civil procedural law is to fully submit evidence to convince the 

panel of judges regarding the arguments put forward at trial. In the trial of civil 

cases there is a minimum of evidence, where there is no minimum evidence that 

must be proven. If there is only 1 piece of evidence but it is not refuted, then the 

proof is perfect. But if it is denied then it must be proven true. 

 

The problem in this study is to find out whether the receipts in the land sale and 

purchase agreement have permanent legal force or not and to find out the basis for 

the judge's considerations in deciding case No. 7/Pdt.G/PN Metro. This research is 

a type of normative legal research, with a focus on the statute approach and case 

approach. This research was conducted at the Metro District Court, by studying 

the data obtained from interviews and from a review of literature, books, 

documents, and laws and regulations related to the issues to be discussed. Next is 

to clarify according to the problem under study, then the data is compiled and 

analyzed using a descriptive method. The data sources used in this research are 

primary data and secondary data. The resource persons in this study were judges 
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at the Metro District Court. Based on the results of the analysis of facts and existing data, 

the authors conclude that receipts are imperfect private evidence such as authentic deeds. 

Receipts do not have strong force if the receipts are disputed by other parties, but receipts 

are perfect if the parties involved admit it. However, the use of receipts in land buying 

and selling transactions is not appropriate, when viewed from the concept of buying and 

selling itself it is already valid but if you want to transfer the name to the land office then 

these receipts cannot be used. Because the condition for transferring names at the land 

office is that the land sale and purchase transaction is carried out in the presence of an 

authorized official, namely PPAT/PPATS. When viewed from the judge's considerations 

in deciding case No. 7/Pdt.G/PN Metro, namely by considering letter evidence, witness 

evidence, suspicions, and confessional evidence which are related to each other so that 

the panel of judges is of the opinion that all evidence that has been proven by a valid 

amplifier and has permanent legal force including receipts used as evidence. 

 

Keywords: Proof, Receipt, Decision. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah 

negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan 

keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

(akuntabel). Ada dua bukti yang menjelaskan bahwa Indonesia berasaskan negara 

hukum. Pertama, disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar 

atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). Kedua, 

negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara 

hukum. Persyaratan untuk menjadi negara hukum yaitu terdapat asas legalitas 

yang dimana pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang sedang 

berlaku, terdapat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman yang  

fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta terdapat jaminan 

perlindungan terkait hak-hak asasi manusia. 

Pada negara hukum sering sekali terjadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

hukum. Sehingga tidak sedikit di negara indonesia kita dengar terdapat banyak 

sekali kasus dan permasalahan yang berkaitan dengan hukum salah satu contoh 

kegiatannya yaitu transaksi jual beli. Dimana dalam proses transaksi jual beli itu 

sendiri terdapat perjajian antara para pihak yang terlibat didalamnya. Perjanjian 

tersebut disebut perjanjian jual beli. 

Istilah perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa 

Belanda yaitu overeenkomst
1
. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi 

                                                           
1
 Leli Joko Suryono, Pokok-pokok Perjanjian Indonesia, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, Hlm. 43 
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ketika para pihak saling berjanji agar melaksanakan perbuatan  tertentu. R. 

Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan peristiwa ketika seorang atau 

lebih berjanji untuk melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal tertentu.
2

Dapat diartikan bahwa, perjanjian adalah 

perbuatan/tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu 

hal sampai tercapai kata sepakat dari para pihak. 

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan 

adanya suatu perbuatan menjual sedangkan beli yaitu dengan adanya perbuatan 

membeli
3
. Sehingga jual beli merupakan perbuatan antara dua pihak, pihak yang 

satu sebagai penjual atau yang menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli atau 

yang membeli, maka terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli 

adalah peristiwa hukum pada ranah jurusan perdata. Soeroso berpendapat bahwa 

jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yang terdiri dari lebih dari satu 

peristiwa yaitu pada jual beli sering terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan 

barang, penerimaan barang antara para pihak.
4
 

Jual beli adalah peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang untuk 

mendapatkan hak milik atas suatu benda. Sebagian benda yang dimiliki seseorang, 

hak milik atas benda tersebut didapatkan Karena adanya penyerahan oleh pihak 

lain yang sering disebut penjual. Peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli 

mendominan kepemilikan benda yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dapat 

dilihat dari hal tersebut betapa pentingnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual 

Beli dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli 

sangat jelas dan rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk 

wetboek voor Indonesia sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). 

                                                           
2
 Ibid, Hlm. 43 

3
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, ( Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994), Hlm 33. 

4
 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hlm 252-253. 
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Jenis perjanjian yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yakni 

Perjanjian Jual Beli. Pada undang-undang dijelaskan mengenai pengertian jual 

beli yang terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menegaskan bahwa 

Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri 

agar menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri agar menyerahkan 

sejumlah harga yang telah disepakati. Salah satu contohnya yaitu perjanjian jual 

beli tanah, dimana kegiatan ini sering saja dilakukan oleh masyarakat. Tanah yang 

dijual bisa saja tanah kosong ataupun tanah yang terdapat bangunannya. Transaksi 

dalam proses penjualan tanah ini biasanya terdapat perjanjian antara para pihak 

yang terlibat. Para pihak yang terlibat dalam  perjanjian jual beli yaitu penjual dan 

pembeli.  

Dalam kegitan jual beli tersebuat terdapat transaksi, salah satu contohnya yaitu 

transaksi pembayaran. Sering sekali penjual maupun pembeli menggunakan 

kuitansi sebagai alat bukti bahwa transaksi pembayaran telah dilakukan. Kuitansi 

adalah tanda bukti yang sah dalam melakukan pembayaran atau penerimaan uang. 

Dalam penggunaannya kuitansi biasanya dilengkapi dengan materai dan tanda 

tangan yang lengkap sehingga transaksi yang di lakukan benar-benar terjadi dan 

mengikat para pihak yang terlibat apabila para pihak mengakuinya. 

Dapat dilihat dari putusan No 7 Pdt.G/2020 di pengadilan negeri metro, di mana 

penggugat menggunakan kuitansi sebagai alat bukti telah berlangsungnya proses 

jual beli tanah antara penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual. Di 

mana dalam perkara ini penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai lebih dari 

kepemilikan tanah seperti pengalihan kepihak lain atau diagunkan ke bank, 

padahal penggugat telah melakukan transaksi jual beli tanah dengan tergugat yang 

dibuktikan dengan adanya kuitansi yang berisikan nominal jual beli antara 

Penggugat dan Tergugat.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah kuitansi memiliki kekuatan hukum tetap jika digunakan 

sebagai bukti dalam perjanjian jual beli tanah. Jika memili kekuatan hukum yang 

tetap maka kuitansi dapat digunakan dalam transaksi lainnya tidak hanya transaksi 

jual beli saja. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
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pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang menjadikan 

Kuitansi sebagai alat bukti.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok 

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu: 

1. Apakah kuitansi dalam perjanjian jual beli tanah memiliki kekuatan dalam 

pembuktian? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan dalam menyelesaikan Putusan No 

7/Pdt.G/2020 yang mana pihak penggugat dalam pembuktian menggunakan 

kuitansi sebagai alat bukti? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univeristas Lampung.  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kuitansi dalam perjanjian 

jual beli memiliki kekuatan dalam pembuktian. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pengadilan 

negeri metro dalam menyelesaikan Putusan No 7/Pdt.G/2020 yang 

mana pihak penggugat dalam pembuktian menggunakan kuitansi 

sebagai alat bukti. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis yaitu: 
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1. Secara teoritis 

Diharapkan penelitian ini memiliki kontribusi serta sumbangsih secara akademis 

terhadap pengembangan ilmu serta sebagai acuan literatur pustaka untuk 

masyarakat umum, terutama mahasiswa program studi hukum ekonomi dan bisnis 

mengenai perjanjian jual beli, terutama yang memiliki fokus pada kekuatan 

hukum kuitansi dalam perjanjian jual beli tanah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan: 

a. Sebagai upaya untuk pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum 

bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum ekonomi 

dan bisnis.  

b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat 

menyelesaikan Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan. 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki landasan yang kuat, 

akurat dan sesuai dengan hukum ekonomi, maka kerangka teori yang tepat dengan 

objek yang diteliti akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Teori Beban Pembuktian  

Menurut R. Supomo, pembuktian memiliki dua arti, yaitu arti yang bersifat 

luas dan arti yang bersifat terbatas. Arti yang bersifat luas yaitu membenarkan 

hubungan hukum, apabila majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat, 

pengabulan ini mengandung arti bahwa majelis hakim menarik kesimpulan 

bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara 

penggugat dan tergugat merupakan benar. Pembuktikan dalam arti yang luas 

dapat diartikan memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang 
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sah. Sedangkan pembuktian dalam arti yang terbatas, pembuktian yang 

diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. 

Apa yang tidak dibantah maka tidak perlu untuk dibuktikan.
5
 

 

Menurut pendapat Sobhi Mahmasoni pembuktikan suatu perkara yaitu 

mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang 

menyakinkan majelis hakim. Yang dimaksud meyakinkan dalam pengertian ini  

yaitu apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan 

dalil-dalil itu.
6
 

 

Menurut pendapat R. Subekti dalam hukum pembuktian, mengartikan bahwa 

pembuktian yaitu  menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil atau 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
7
   

 

Pembuktian menurut hukum acara perdata yaitu mengajukan sepenuhnya alat 

bukti untuk menyakinkan majelis hakim terkait dalil-dalil yang diajukan di 

persidangan. Pembuktian merupakan kemampuan merekontruksi kejadian atau 

peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari 

atau diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat 

absolud, tetapi bersifat relatif atau bersifat kemungkinan. Tetapi untuk 

mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya maka harus dibuktikan. 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yaitu pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teori yang 

berisi definisi operasional yang menjadi pegangan dalam penulisan skripsi. 
8
 

Sumber yang digunakan untuk menentukan definisi diambil dari peraturan 

perundang-undangan dan penelitian perpustakaan. 

                                                           
5
 Anshoruddin, op. cit., h. 27. 

6
 Anshoruddin, op. cit., h. 26 

7
 R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), h. 1. 

8
 Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133. 
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1. Kekuatan Hukum 

Kekuatan hukum yaitu suatu keputusan yang telah sah atau di anggap telah sah, 

maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat 

para pihak yang terlibat didalamnya. 

 

2. Kuitansi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kuitansi merupakan surat bukti 

penerimaan uang. Kuitansi yaitu suatu surat ataupun dokumen yang digunakan 

sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang 

dari pemberi uang untuk penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa rincian 

seperti tujuan dari pembayaran atau transaksi, tempat dan tanggal dimana 

terjadinya transaksi tersebut serta terdapat tanda tangan para pihak yang terlibat. 

 

3. Perjanjian  

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 di mana 

dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

 

4. Jual beli 

Jual beli yaitu rangkaian kata yang terdiri dari dua kata jual dan beli. Berdasarkan 

pada Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli yaitu persetujuan yang saling 

mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang akan menyerahkan barang, dan 

pembeli sebagai pihak yang akan membayar harga barang yang dijual
9

. 

Sedangkan berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata Pasal 1457 

dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya agar menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain agar 

membayar harga yang telah dijanjikan
10

.  

 

                                                           
9
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478. 

10
 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 

366. 



8 
 

 
 

5. Tanah  

Ruang lingkup bumi menurut UUPA merupakan permukaan bumi, dan tubuh 

bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian 

dari bumi disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan dalam hal ini bukan yang 

mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu 

aspeknya, sepert tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak atas 

penguasaan dari tanah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yaitu gambaran dari penelitian yang berfungsi  

memudahkan untuk mempelajari seluruh isinya. Pada penelitian ini dibahas dan 

diuraikan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:  

BAB I :Pendahuluan berisi secara keseluruhan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

teori, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.  

BAB II :Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan profil 

instansi. Tinjauan pustaka berisikan penjelasan umum terkait dengan 

judul skripsi yang ditulis oleh penulis, sedangkan profil instansi 

berisikan penjelasan umum terkait tempat instansi magang. 

BAB III :Pada bab ini berisikan metode  penelitian dan metode praktik kerja 

lapangan yang di mana dijelaskan mengenai  metode yang di gunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini dan metode yang di gunakan selama 

proses magang berlangsung. 

BAB IV :Pada bab ini akan dibahas pembahasan mengenai hasil data penelitian 

terkait kekuatan hukum kuitansi menurut perundang-undangan dan 

analisa hasil data penelitian yang menguraikan penerapan dan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan No 

7/Pdt.G/2020/PN Metro.  
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BAB V :Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil dari 

uraian/deskripsi yang menjawab masalah berdasarkan data yang 

dihasilkan dan rekomendasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 

a. Pengertian pembuktian  

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam 

persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara e-court, tahap pembuktian 

ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian 

merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun 

dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian 

adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, 

dan memiliki akibat hukum. 

Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat 

digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang 

digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. 

Beban pembuktian adalah kewajiban dari sebuah pihak pada satu sisi dalam 

perselisihan atau masalah untuk memberikan bukti yang cukup untuk mendukung 

posisi mereka. Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa 

yang harus membuktikan, dibebankan kepada penuntut umum. Sesuai dengan 

prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu in casu jaksa 

penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran 

apa yang didakwakan. 
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b.  Alat Bukti Perdata 

Pengaturan alat bukti yang sah dalam hukum perdata telah diatur sebagaimana 

ketentuan Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) yang berlaku di daerah 

Pulau Jawa dan Madura dan Pasal 284 Rechtsreglement voor de 

Buitengewesten (RBg) yang berlaku diluar Pulau jawa dan Madura, serta 1886 

KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan 

tersebut, maka alat bukti yang sah dalam hukum perdata terbagi menjadi 5 (lima) 

dalam proses peradilan antara lain yaitu alat bukti Surat, alat bukti Saksi, alat 

bukti Persangkaan, alat bukti Pengakuan, dan alat bukti Sumpah. 

1) Alat Bukti Surat 

Jenis-jenis “ alat bukti tertulis” atau surat atau akta yang telah diatur di dalam 

hukum acara perdata membagi ke dalam tiga jenis dan memiliki nilai 

pembuktian yang berbeda. jenis-jenisnya yakni: 

a) Akta Autentik 

Pengertian akta otentik telah ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH-Perdata, 

yakni suatu akta Autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwewenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.  

b) Akta Dibawah Tangan 

Pengertian Akta di bawah tangan dapat dilihat di dalam Pasal 1869 KUH-

Perdata, yakni Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta 

Autentik, baik karena tidak berwewenang atau tidak cakapnya pejabat 

umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, 

mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani 

oleh para pihak.  

c) Surat Biasa 

Surat biasa ini dalam beberapa literatur diterangkan sebagai surat yang 

dalam penulisannya tidak diniatkan atau tidak ditujukan akan dijadikan 

bukti baik di depan maupun di luar persidangan, tetapi jika suatu saat surat 

itu digunakan sebagai bukti maka itu bersifat kebetulan saja. Contoh surat 

menyurat antara dua sahabat yang dipisahkan oleh jarak, surat seorang anak 
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di perantauan kepada orang tuanya untuk menginformasikan tentang 

keadaan dan lain-lain. 

2) Alat Bukti Saksi 

Saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara 

langsung atas suatu peristiwa (kejadian) hukum yang terjadi, sehingga 

keterangan dari saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk 

memutus suatu perkara hukum yang sedang terjadi. 

3) Alat Bukti Persangkaan 

Dalam Pasal 1915 KUH Perdata persangkaan ialah kesimpulan yang oleh 

undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui 

umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua 

persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan 

persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1916 

KUH Perdata persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan 

yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu 

berdasarkan ketentuan undang-undang.  

4) Alat Bukti Pengakuan 

Pengakuan adalah salah satu alat bukti (bewijsmiddel) yang dikenal dalam 

hukum acara perdata. Alat bukti diajukan oleh para pihak yang bersengketa 

untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing. Pengakuan sebagai alat 

bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan 

pasal 1923-1928 KUH Perdata. Pengakuan dapat dibedakan kepada dua macam 

sebagai berikut : Pengakuan Murni (aveu pur et simple) 

adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan. 

5) Alat Bukti Sumpah 

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau 

diucapkan pada waktu memberi keterangan di persidangan. 

Dalam hukum perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni: 

a) Sumpah Pelengkap (Suppletoir) 
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Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk 

melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar 

putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG. 

b) Sumpah Penaksiran (Aestimatoir, Schattingseed) 

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya 

kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat 

pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah 

terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur 

dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUH Perdata. 

c) Sumpah Pemutus (Decisoir) 

Merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim 

diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan 

perkara tersebut. Sumpah decisoir merupakan upaya terakhir untuk 

menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 

157, 177 HIR. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Kuitansi 

a. Pengertian kuitansi  

Kuitansi adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang akan 

ditandatangani oleh penerima, lalu dapat diserahkan kepada yang telah membayar 

atau dapat digunakan juga sebagai bukti transaksi. Kuitansi yaitu suatu surat bukti 

yang akan menyatakan telah akan terjadinya penyerahan sejumlah uang, dari 

pemberi kepada penerima atau yang ditandatangani oleh penerima sejumlah uang 

yang dapat ditulis pada surat tersebut. 
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Salah satu jenis bukti transaksi yang umum digunakan oleh masyarakat ketika 

melakukan aktivitas jual beli adalah kuitansi. Lembar kertas ini memuat berbagai 

informasi terkait pembayaran atas pembelian produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh pihak penjual. Keberadaan dokumen ini sangat penting karena dapat menjadi 

bukti hukum yang sah ketika ditambahkan dengan materai. 

 

b. Fungsi Kuitansi 

Kuitansi tentu saja memiliki fungsi baik untuk penjual maupun pembeli. Berikut 

ini beberapa fungsi kuitansi : 

a. Berfungsi untuk tanda bukti bagi pembeli bahwa ia telah menyerahkan uang 

kepada penjual. 

b. Berfungsi untuk tanda bukti bagi penjual bahwa ia telah menerima uang dari 

pembeli, sehingga jika nantinya ada yang mengakui telah membeli barang 

tetapi tidak menunjukkan kuitansi, berarti pembelian tersebut tidak pernah 

terjadi. 

c. berfungsi untuk alat bukti surat yang bisa dihadirkan di persidangan jika 

nantinya ada gugatan atau masalah. 

Selain itu, ada juga beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh kuitansi yaitu adalah 

sebagai berikut: 

a. Tanda bukti pembeli memberikan uang.  

Berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pihak pembeli telah menyerahkan 

sejumlah uang baik dalam bentuk cicilan maupun secara tunai sesuai nominal 

yang disepakati antara keduanya. 

b. Memiliki kekuatan hukum ketika dibubuhi materai.  

Jika pada suatu kondisi tertentu dibutuhkan dalam persidangan dokumen 

berupa selembar kertas tersebut sah dan dapat digunakan sebagai bukti. 

c. Digunakan untuk klaim garansi barang.  

Produk tertentu memiliki jaminan garansi. Untuk proses klaim apabila terjadi 

kerusakan atau kualitas tidak sesuai deskripsi produk, salah satu syaratnya 

adalah membawa kuitansi. 
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d. Keperluan audit perusahaan.  

Kuitansi umumnya memiliki lembar copy yang akan disimpan penjual yang 

antinya digunakan untuk mencocokkan antara barang terjual dengan nominal 

uang yang didapat. 

e. Memudahkan pencatatan arus kas dalam pembukuan perusahaan. 

 

c. Jenis-jenis kuitansi 

Terdapat beberapa jenis kuitansi pembayaran yang digunakan saat ini: 

a. Kuitansi sebagai bukti pembayaran 

Jenis kuitansi yang satu ini digunakan setelah melakukan transaksi jual beli. 

Selain itu untuk jenis yang satu ini juga digunakan sebagai bukti telah melunasi 

hutang-piutang. 

b. Kuitansi cash receipt 

Untuk jenis kuitansi yang satu ini biasanya digunakan di perusahaan. 

Fungsinya adalah untuk menjelaskan jumlah dana keluar atau masuk di 

perusahaan tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk bahan arsip dan 

memudahkan dalam cara membuat laporan keuangan. 

c. Kuitansi transaksi produk 

Sesuai dengan namanya transaksi yang satu ini dijadikan sebagai bahan bukti 

untuk transaksi produk. Jadi pembeli menerima kuitansi pembayaran dan 

produk yang telah diberikan oleh pihak toko. 

d. Kuitansi transfer uang 

Digunakan untuk menjadi alat bukti penerimaan uang dari pihak tertentu. 

Kuitansi ini merupakan bukti sah telah terjadi aktivitas transfer uang. Jenis 

terakhir adalah transaksi untuk memberikan uang. Sama dengan kuitansi 

sebelumnya, kuitansi ini digunakan untuk penyerahan dan penerimaan uang. 
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3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

a. Pengertian perjanjian 

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan 

tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.1 Menurut R. Subekti, “Perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
11

 

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan 

timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas 

suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis
12

. 

Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. 

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua 

dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. 

Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek 

hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.
13

 

Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu 

hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan 

kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.
14

 Dari pengertian 

Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban 

bagi orang yang melaksanakan perjanjian. 

                                                           
11

 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004),  

Hlm 2 

12
 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006), Hlm 1 

13
 Ibid, Hlm 12 

14
 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006), Hlm 2 
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Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat 

masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut 

terlaksana. Sedangkan dari pengetian R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji 

kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati. 

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan 

dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa 

perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab 

Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan 

(contract or agreement) yang memiliki maksud sama dengan perngertian 

perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau 

dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
15

 

Meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis menggunakan istilah 

perjanjian yang memiliki pengertian yang sama. Jika diperhatikan dengan 

seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum 

Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang 

mengikatkan dirinya terhadap orang lain
16

. 

Menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian 

menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian 

melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih 

pihak dalam perjanjian.
17

 Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam 

perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut 

pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.
18

 

                                                           
15

 Admat Miru, Hukum Perjanjian Dan Perancangan ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 

Hlm 2 

16
 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan ke-6 

(Jakarta: Rajawali Pers,2014), Hlm 92 

17
 Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), Hlm 91 

18
 Ibid, Hlm 91 
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Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian 

tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak 

dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk 

tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih 

berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. 

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi 

dalam tiga macam yaitu :
19

 

a. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang. Mengenai 

perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu 

perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si 

berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, 

pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak 

seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. 

Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, 

pinjam pakai.  

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu 

lukisan, perjanjian perburuhan. 

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak 

mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain. 

 

b. Bentuk-bentuk  Perjanjian  

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan 

tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). 

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagimana dikemukakan berikut ini :
20
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 Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif 

Sekretaris, Hlm 12 
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a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, 

tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika 

perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu 

pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan 

untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak 

dapat dibenarkan. 

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut 

tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak 

mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu 

adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 

c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. 

Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang 

berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, 

PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna 

bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. 

 

Ada fungsi akta notariel (autentik), yaitu :
21

 

1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu. 

2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam 

perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 

3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut :
22
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 Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, (Jakarta: Sinar Gafika, 

2008, Cetakan 5), Hlm 42-43 

21
 Ibid, Hlm 44 
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a. Unsur Esensiali 

Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian 

karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada 

perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan 

mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai harga dan 

barang dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum 

karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.  

b. Unsur Naturalia 

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur oleh para pihak dalam 

perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian unsur 

naturalia ini merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian. 

c. Unsur Akseidentalia 

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para 

pihak jika para pihak memperjanjikannya. 

 

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjianyang terdapat 

di dalam KUH Perdata. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya 

perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu;  

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. 

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud 

dengan kesepakatan adalah persesusian pernyataan kehendak antara satu orang 
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 Admat Miru, Hukum Perjanjian Dan Perancangan Perjanjian,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), Hlm 31-32 
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atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena 

kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya 

persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan : 

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis 

2) Bahasa yang sempurna secara lisan  

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. 

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan 

bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. 

4) Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya 

5) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan 

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan 

bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian 

secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan 

sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.
23

 

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah 

pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat 

tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan 

kehendak tersebut.  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan 

akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang 

yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang 

yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah : 
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1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk 

melakukan perjanjian. 

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan 

3) Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam 

perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimna 

diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 

1963  

3. Susuatu hal tertentu, yang dalam hal ini untuk menerima tenaga kerja dan 

mempekerjakan tenaga kerja. 

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian 

adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi 

kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari 

perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :Memberikan sesuatu, 

1) Berbuat sesuatu, 

2) Tidak berbuat sesuatu ( pasal 1234 KUH Perdata) 

4. Sebab halal  

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak ( causa yang 

halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang terlarang. Suatu 

sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 

dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang 

diperbolehkan menurut undang-undang. 

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut 

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat 

disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat 

pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, 

bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan 

perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan 

maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi 
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maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu 

dianggap tidak ada.  

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat 

tersebut mengenai subjek perjanjia. Sedangkan syarat yang kedua terakhir 

dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek perjanjian. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara tegas dan terperinci 

diatur dalam UUPA. Bahkan, sampai sekarang belum ada peraturan yang 

mengatur khusus mengenai pelaksanaan jual beli tanah. Dalam hal jual beli tanah 

dari bunyi Pasal 1457, Pasal 1458, dan Pasal 1459 KUH Perdata dapat 

disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya berkewajiban 

untuk membayar harga-harga yang telah ditentukan.  

Berkenaan dengan jual beli tanah, Boedi Harsono menyatakan bahwa pengertian 

jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik atau 

penyerahan tanah untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli, yang pada 

saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang 

mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu 

termasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah.
24

 

Pengertian jual beli tanah menurut Boedi Harsono, ruang lingkup objeknya 

terbatas hanya pada hak milik atas tanah. Dalam hukum positif, hak atas tanah 

yang dapat menjadi objek jual beli tidak hanya terbatas pada Hak Milik saja, 

namun juga Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, maupun Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun.  
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 Boedi Harsono (Selanjutnya disebut Boedi Harsono II), Undang-undang Pokok Agraria  
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Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak 

atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan 

hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai 

pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak 

tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, 

bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara 

serentak. Oleh karena itu, maka tunai berarti harga tanah dibayar secara kontan, 

atau baru dibayar sebagian.
25

 Sisa harganya yang menurut kenyataannya belum 

dibayar di anggap sebagai utang pembeli pada bekas pemilik atas dasar perjanjian 

utang piutang yang di anggap terjadi antara pembeli dan bekas pemilik setelah 

jual beli tanah tersebut terjadi.  

Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli hak 

atas tanah. Apabila kemudian hari pembeli tidak membayar sisa harganya, maka 

bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli. Penyelesaian 

pembayaran sisa harga tersebut harus dilakukan menurut hukum perjanjian utang 

piutang. 

 

b. Syarat-syarat Sahnya Jual Beli 

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa 

syarat sahnya suatu perjanjian adalah di mana pihak harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu sebagai berikut:  

a. Sepakat yang mengikatkan diri.  

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.  

c. Suatu hal tertentu.  

d. Suatu sebab yang halal.  

Selain empat komponen diatas, sepatutnya kita juga mengetahui asas-asas yang 

terdapat dalam perjanjian, adapun asas-asas hukum dalam perjanjian tersebut 

meliputi:  

a. Asas Konsensualisme  
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Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal 

tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan 

bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup 

dengan adanya kesepakatan para pihak. Menurut asas ini, apabila tercapai 

kesepakatan antara para pihak berarti lahirlah perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kesepakatan tersebut.  

b. Asas Kebebasan Berkontrak  

Landasan hukum pada asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Frasa “semua perjanjian…” ini 

berarti adanya kebebasan dalam membuat perjanjian apapun dan dengan siapa 

perjanjian itu dibuat, dengan batasan bahwa selama kebebasan tetap berada dalam 

syarat-syarat yang telah ditentukan hukum.  

c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sun Servanda)  

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Hakim ataupun 

pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 

Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang telah lahir 

dari kedua belah pihak karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.  

 

Selain itu, peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli harus memenuhi 

beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka akan 

membawa konsekuensi pada legalitas jual beli hak atas tanah tersebut. Syarat-

syarat jual beli hak atas tanah terbagi menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat 

formil. Syarat materiil jual beli hak atas tanah adalah tertuju pada subyek dan 

obyek hak yang akan diperjualbelikan. Pemegang hak atas tanah harus 

mempunyai hak dan berwenang untuk menjual hak atas tanah. Disamping itu 

pembeli juga harus memenuhi syarat sebagai pemenang (subyek) hak dari hak 



26 
 

 
 

atas tanah yang menjadi obyek jual beli, sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

formil dalam jual beli hak atas tanah adalah meliputi formalitas transaksi jual beli 

tersebut. Formalitas tersebut meliputi akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli 

serta pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Dalam rangka pendaftaran 

pemindahan hak, maka syarat formil jual beli hak atas tanah harus dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut merupakan atau dikualifikasikan 

sebagai akta otentik. 

 

B. Profil Instansi 

1. Deskripsi Instansi 

Pengadilan Negeri Metro merupakan Lembaga Peradilan Republik Indonesia 

dengan wilayah tugas di Kota Metro. Pengadilan Negeri Metro berkantor di 

Kantor Pengadilan Negeri Jl. Sutan Syahrir No. 65, Kec. Metro Barat, Kota Metro, 

Lampung. Pengadilan Negeri Metro dipimpin oleh Anak Agung Oka Parama 

Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri.  

 

Gambar. 1 Logo Pengadilan Negeri Metro  

 

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Metro 

a. VISI 
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Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung 

b. MISI 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 

4. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 

5. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi Badan Keadilan. 

 

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang 

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan 

Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, sebelum tahun 1964. setelah itu pada 

tahun 1964 kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah ini berdiri sendiri 

dengan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

No.JK.2/33/10. dan pengadilan Negeri Metro berdiri pada tanggal 02 Agustus 

1964 di Jalan Tri Sakti di belakang Polres Metro, lalu pada tanggal 9 Agustus 

1968 Kantor Pengadilan Negeri Metro pindah alamat dari kantor lama ke Gedung 

Baru Jl. Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung menghabiskan 

biaya sebesar RP. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 

diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung 

RI yaitu Bapak R. SOEBEKTI,SH.  

Dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri 

Klas II B, sedangkan pada tahun 1999 meningkat menjadi Pengadilan Negeri Klas 

I B sampai dengan sekarang, karena perluasan tempat parkir dalam lokasi Gedung 

kurang memadai , maka pada tanggal 19 November tahun 2007, Pindah alamat 

lagi ke Gedung Baru di Jalan Sutan Sjahrir No 01.. Kelurahan 16 C , Kecamatan 

Metro Barat . Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten 

Lampung Timur dan Lampung Tengah merupakan bagian wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Metro.  

Setelah terbit Keppres No.30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri 

Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan 

Umpu,maka Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Pengadilan 
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Negeri Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum 

pengadilan gunung sugih serta tidak tunduk lagi ke wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Metro. Sejak dikeluarkannya Keppres No.30 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan 

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu maka wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, 

Metro Utara dan Metro Selatan. 
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3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua 

A.A Oka Parama B.G, S.H. 

Wakil Ketua 

Jeni Nugraha, S.H., M.Hum. 

Majelis Hakim 

Panitera 

Zohiruddin, S.H., M.H. 

Sekretaris 

Abi Muklis, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti  

Dan JuruSita 

Panitera Muda Hukum 

Yunita, S.H. 

Kasubbag Umum Dan 

Keuangan 

Katino 

Panitera Muda Perdata 

Nelita, S.H., M.H. 

Panitera Muda Pidana 

Joko Indarto, S.H., M.H. 

Kasubbag Kepegawaian 

Organisasi Dan Tatalaksana 

Setiarso,S.Kom. 

Kasubbag Perencanaan 

teknologi informasi & 

Pelaporan 

Budi Kurniawan, S.Sos., M.H. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang termasuk penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang dibangun 

berdasarkan objek hukum itu sendiri
26

. Penelitian hukum normatif merupakan 

objek kajian yang meliputi keputusan pengadilan, serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. Tipe penelitian hukumnya adalah analisis 

yuridis dari norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan terutama 

dalam proses penyelesaian perkara perdata. 

 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan 

terperinci. Penelitian ini dilakukan dengan sumber dari perpustakaan dan 

membahas beberapa teori yang dikaji ulang. Penelitian ini bertujuan memberikan 

deskripsi lengkap, jelas dan sistematis mengenai Kekuatan Hukum Kuitansi 

Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. 

 

                                                           
26

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Surabaya : Bayumedia 

Publishing, 2005), Hlm. 57 
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3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dimana 

penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan kasus nyata yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan  No 7/Pdt.G/2020/Pengadilan 

Negeri Metro.  

 

4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa 

sesuatu yang diketahui, yang dianggap, anggapan, atau suatu fakta yang 

digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain-lain.
27

 Data yang didapatkan 

akan  tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam 

menggunakan dan memahami sumber data. Sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan. Data ini 

didapatkan dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, 

seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan 

dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer 

dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder 

merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder digunakan untuk 

mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan 

                                                           
27 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:Ghalia 

IKAPI, 2002), Hlm. 82. 
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hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah. Data sekunder 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang terdiri dari perundang- 

undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian penulis, bahan 

hukum primer berupa: 

1. Undang-undang Dasar 1945 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai  

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria 

6. Putusan No 7/Pdt.G/2020  Pengadilan Negeri Metro 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dari bahan hukum primer seperti rancangan undang- undang, 

hasil penelitian, dan hasil karya oleh kalangan hukum. Kaitannya dengan 

penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah doktrin-

doktrin yang ada dalam buku-buku hukum, jurnal hukum, dan internet.  

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber 

dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan 

makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, 

kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-

lainnya. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  

a. Studi pustaka yaitu dengan memperolah data sekunder melalui menelaah dan 

mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal 

dalam bidang hukum serta melakukan studi dokumenter terhadap arsip-arsip 

dan dokumen-dokumen. Studi kepustakaan dilakukan agar mendapatkan 

konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya.  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan proses tanya jawab penelitian yang berlangsung secara 

lisan yang mana terdapat dua orang atau lebih yang bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan dari 

narasumber. Wawanara merupakan metode untuk memperoleh data primer 

tentang objek yang diterangkan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan beberapa orang hakim pengadilan negeri metro yaitu: 

1) Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. 

2) Andri Lesmana, S.H., M.H. 

 

c. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpulkan kemudian diolah agar mendapatkan hasil penelitian 

yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diselesaikan. Metode pengolahan 

data dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap-tahap yaitu: 

1. Pemeriksaan data, merupakan proses pemeriksaan data mentah yang 

dikumpulkan untuk mendeteksi dan memperbaiki bila memungkinkan adanya 

kesalahan dan kelalaian. Pemeriksaan data dilakukan agar dapat menjamin 

bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang telah terkumpulkan. 

2. Rekonstruksi data, adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.  
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3. Sistematisasi data, adalah menempatkan data menurut rangka sistematika 

bahasan berdasarkan dengan urutan masalah. 

 

d. Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. 

Analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu berupa kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis untuk memberikan 

interpretasi dan penjelasan yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang 

digunakan, dimulai dengan penjelasan umum sampai dengan ke khusus. Dengan 

menafsirkan atau menginterpretasikan data, Kemudian ditarik kesimpulan. 

 

B. Metode Praktek Kerja Lapangan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan 

terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 

2022. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Metro yang 

beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 65, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung. 

Pengadilan Negeri Metro dipimpin oleh Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, 

S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Metro. Penentuan lokasi tempat 

magang tersebut mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui praktik 

beracara secara langsung. Selain itu, penulis ingin mengetahui bagaimana dunia 

hukum di indonesia serta mendapatkan pengetahuan di luar dunia perkantoran. 

 

2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan magang kerja Pengadilan Negeri Metro dibimbing oleh pembimbing 

akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing instansi dalam kegiatan 

magang kerja ini yaitu sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk, arahan serta 

informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama 

proses magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik 
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sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang 

telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur ataru aturan-aturan 

yang telah ditetapkan. 

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut: 

a. Praktik Kerja 

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan agar mahasiswa magang mampu 

menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, 

penelitian serta pengabdiannya. Dalam bidang pendidikan bertujuan agar dapat 

mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Metro, 

mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas perkara, sampai dengan 

putusnya suatu perkara oleh Hakim. Sedangkan dalam bidang penelitian 

dilakukan saat mecari informasi atau data yang diperlukan selama kegiatan 

magang berlangsung. Adapun pengabdian pada kegiatan magang kerja didapatkan 

dari keaktifan peserta magang agar dapat menyelesaikan kegiatan sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan oleh instansi tempat magang. 

b. Wawancara dan Observasi 

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja dilakukan agar mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau konsultasi 

kepada hakim pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi 

sesuai dengan topik yang akan dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini yaitu 

setiap pihak yang mengetahui mengenai praktik beracara pada Pengadilan Negeri 

Metro terutama bidang perdata. Sedangkan observasi merupakan pengamatan 

secara langsung terhadap abjek yang akan diteliti agar dapat mengumpulkan data 

yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang sedang dibahas oleh mahasiswa 

magang. 

 

c. Pencatatan Data 

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topik kekuatan hukum 

kuitansi dalam perjanjian jual beli tanah (studi putusan No 

7/Pdt.G/2020/Pengadilan Negeri Metro) yaitu data primer dan data sekunder. Data 
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primer dan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa 

magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 

pendukung dalam pembuatan laporan akhir kegiatan magang. 

 

3. Tujuan Magang 

Tujuan dilaksanakan praktik magang kerja ini yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kompentensi lulusan, baik soft skills ataupun hard skills agar 

menjadi lebih siap dan releven dengan kebutuhan zaman; 

b. Menyiapkan lulusan yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang 

unggul dan berkepribadian; 

c. Mengembangkan potensi dalam diri sesuai dengan passion dan bakat yang 

dimiliki; 

d. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki; 

e. Menambah pengalaman yang tidak didapatkan pada saat perkuliahan. 

 

4. Manfaat Magang  

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Sebagai sarana untuk latihan dan penerapan ilmu yang didapatkan di 

perkuliahan; 

2) Sebagai sarana bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi dalam 

lingkungan kerja; 

3) Sebagai sarana mengembangkan diri untuk lebih profesional dan disiplin 

dalam menghadapi tuntutan dalam lingkungan dunia kerja yang sebenarnya; 

4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di 

dunia kerja dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. 

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung 
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1) Melahirnya mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang memiliki kualitas 

tinggi; 

2) Menambah pengetahuan mengenai ruang lingkup dalam suatu instansi; 

3) Mengetahui perkembangan pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang 

didapatkan pada masa perkuliahan sehingga dapat ditarapkan dalam dunia 

pekerjaan. 

c. Bagi Pengadilan Negeri Metro 

1) Dapat menghemat waktu pekerjaan karena terdapat beberapa pekerjaan 

pada Pengadilan Negeri Metro yang dapat diberikan kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan; 

2) Menjalin Kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan agar 

mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan uraikan 

oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Kuitansi jika digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tidak memiliki 

kekuatan pembuktian yang kuat atau dapat dikatakan kuitansi memiliki 

kekuatan pembuktian yang lemah kerena kuitansi bukan akta oktentik yang 

memiliki kekuatan hukum tetap di persidangan. Selain itu kuitansi sulit 

dibuktikan kebenarannya apabila pihak yang terlibat tidak mengakuinya. 

Tetapi apabila pihak yang terlibat mengakuinnya maka pembuktian kuitansi 

menjadi sempurna. Kuitansi masuk kedalam akta dibawah tangan. 

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 

7/Pdt.G/2020/PN.Metro yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti yaitu alat 

bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, dan alat bukti pengakuan dimana 

memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga majelis hakim berpendat bahwa 

segala alat bukti yang telah dibuktikan oleh pengguat sah dan memiliki 

kekuatan hukum tetap termasuk kuitansi yang digunakan sebagai alat bukti. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan uraikan 

oleh penulis sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat, jika ingin melakukan transaksi jual beli tanah harus 

dilakukan dihadapan PPAT/PPATS agar dibuatkan akta tanah sebagai bukti 

transaksi tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga apabila 

terjadi sengketa dikemudian hari dapat dibuktikan kepemilikan tanah dengan 
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menggunakan akta oktentik berupa akta tanah tersebut. Hindari penggunaan 

kuitansi karena jika hanya bukti kuitansi saja, maka tidak dapat mengganti 

nama atas hak kepemilikan terhadap tanah di kantor pertanahan. Tidak hanya 

dalam transaksi jual beli tanah saja tetapi transaksi lainnya juga dihindari 

penggunaan kuitansi karena kuitansi memiliki kekuatan hukum yang lemah. 

2. Kepada hakim, agar lebih berhati-hati dalam mengadili suatu perkara 

khususnya dalam perkara jual beli tanah yang menggunakan kuitansi sebagai 

alat bukti dalam persidangan. Harus mengedepankan pertimbangan-

pertimbangan yang berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, 

karena hakim merupakan penegak hukum yang diberi kewenangan untuk 

mengadili suatu perkara demi terwujutnya rasa keadilan pada masyarakat. 

Selain itu, hindari penggunaan bahasa asing karena penggunaan bahasa asing 

dalam putusan dapat membingungkan para pembaca karena tidak semua para 

pembaca berpendidikan tinggi sehingga mengerti bahasa asing yang digunakan 

dalam putusan. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku-buku 

Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Harsono,Boedi, 1971, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi, 

dan Pelaksanaannja, Djakarta: Jambatan. 

Hasan,Iqbal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

Jakarta:Ghalia IKAPI. 

Ibrahim,Johnny, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , 

Surabaya : Bayumedia Publishing. 

Miru,Admat, 2008, Hukum Perjanjian Dan Perancangan perjanjian ,Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 

Muljadi,Kartini, Widjaja,Gunawa, 2014, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, 

Cetakan ke-6,Jakarta: Rajawali Pers. 

Pasaribu,Chairuman dan Lubis,Suhrawardi K, 1994,Hukum Perjanjian dalam 

Islam,  Jakarta: Sinar Grafika. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 

Salim, 2008, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, 

Jakarta: Sinar Gafika. 

Seokanto,Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 

Sinaga, Budiman N.P.D, Hukum Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dari 

Perspektif Sekretaris. 



53 
 

 
 

Soekanto,Soerjono, 1983, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1983. 

Soeroso,R, 2011,Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika. 

Subekti, R, 1999, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita. 

Subekti, R, 2006,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya 

Paramita. 

Suryono,Leli Joko, 2014, Pokok-pokok Perjanjian Indonesia, LP3M UMY, 

Yogyakarta. 

Syahmin, 2006, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Widjaja,Gunawan, 2014, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan ke-6, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Peraturan perundang-undangan 

Undang-undang Dasar 1945 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai  

Putusan No 7/Pdt.G/2020 Pengadilan Negeri Metro 

 

Jurnal  

Bramanty, Rizki Yudha, Murti, Hary, Wahyuni Niniek, Suwarno,(2020) 

Penggunaan Kwitansi Sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau 



54 
 

 
 

Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Jurnal Ilmu 

Sosial dan Administrasi Negara, Vol 4, No 1. 

Pamungkas, Ramdhan Wahyu, Lukman, Arsin,(2022), Jual Beli Tanah dan 

Bangunan Dengan Kwitansi, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 6, 

No 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


